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YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK

CATATAN

Dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan perorangan dengan cara
menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan atau keluarga
oleh dokter dan dokter gigi praktik swasta, perlu diatur penyelenggaraan
pelayanan kesehatannya. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan
dokter dan dokter gigi praktik swasta yang berkualitas dan terjangkau kepada
masyarakat di Kabupaten Pemalang agar dapat berjalan dengan tertib maka
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Dokter dan
Dokter Gigi Praktek Swasta yang Berkualitas dan terjangkau kepada Masyarakat di
Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 29
Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun
2014; PP No. 32 Tahun 1950; Permenkes No. 1438/Menkes/Per/1X/2010;
Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011; Permenkes No. 001 Tahun 2012;
Permenkes No. 5 Tahun 2014; Permenkes No. 46 Tahun 2015; Permenkes No. 89
Tahun 2015; Kepmenkes No. HK.02.02/Menkes/523/2015.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Dokter dan
Dokter Gigi Praktik Swasta yang berkualitas dan terjangkau kepada Masyarakat di
Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Pelayanan Dokter dan Dokter Gigi Praktik Swasta kepada
masyarakat merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan
masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih tinggi dan diberikan
kewenangan untuk menyediakan obat dengan mempertimbangkan kemampuan
pasien dan kebutuhan pasien pada saat pemeriksaan. Obat-obatan yang dipilij dan
disediakan Dokter dan Dokter Gigi Praktik Swasta merupakan bagian dari Daftar
Obat Esensial Nasional (DOEN) dan/atau obat lain dengan komposisi yang sama
yang penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan..
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